
 

 

91 

 

DAFTAR PUSTAKA 

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. (2009). Seluk Beluk Perseroan Terbatas 

menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Jakarta: Rineka Cipta. 

Adolf, H. (2007). “Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Masalah 

Hukum Kepailitan: Tinjauan Hukum Internasional dan Penerapannya”. 

Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 28, No. 3, 67. 

Amanda, M. (2018, Januari 24). Hukum Perseroan Terbatas. Diambil kembali 

dari Pengetahuan Hukum Perseroan Terbatas dan Permasalahannya di 

Indonesia: http://www.hukumperseroanterbatas.com/pembubaran-

perseroan/pembubaran-perseroan-terbatas/ 

Anisah, S. (2008). Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam 

Hukum Kepailitan di Indonesia. Yogyakarta: Total Media. 

Budiarto, A. (2009). Seri Hukum Perusahaan : Kedudukan Hukum dan Tanggung 

Jawab Pendiri Perseroan Terbatas. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Djulfikar, E. (2018, Januari 24). Perseroan Terbatas. Diambil kembali dari 

Academia.edu: https://www.academia.edu/17592113/Perseroan_terbatas 

Fuady, M. (2001). Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Fuady, M. (2003). Perseroan Terbatas Paradigma Baru. Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti. 

Fuady, M. (2010). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti. 

Gautama, S. (2008). Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kesatu. 

Bandung : PT Alumni. 

H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. (2012). Hukum Perusahaan & Kepailitan. 

Jakarta: Erlangga. 

Harahap, M. Y. (2013). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika. 

Hardjowahono, B. S. (2006). Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku 

Kesatu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 

Hartini, R. (2007). Hukum Kepailitan (Edisi Revisi). Malang: UPT Penerbitan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

Hartini, R. (2008). Hukum Kepailitan. Malang: UMM Press. 



 

 

92 

 

Irawan, B. (2007). Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan; dan Asuransi, 

cet. 1. Jakarta: PT Alumni. 

Juwana, H. (2001). Transaksi Bisnis Internasional dalam Kaitannya dengan 

Peradilan Niaga. Hukum dan Pembangunan, No. 3, Tahun XXXI, 226. 

Mertokusumo, S. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. 

Mohan, S. C. (Winter 2012). “Cross-border Insolvency Problems: Is the 

UNCITRAL Model Law the Answer?”. Internasional Insolvency Review, 

Vol. 21, No. 3, 199-223. 

Muhammad, A. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT Citra Adytia 

Bakti. 

Muljadi, K. (2001). Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam R. A. Lontoh, Kepailitan dan 

Penyelesaian Utang Piutang (hal. 168). Bandung: Alumni. 

P., S. W. (2018, Januari 24). Hukum Perseroan Terbatas. Diambil kembali dari 

Pengetahuan Hukum Perseroan Terbatas dan Permasalahannya di 

Indonesia: http://www.hukumperseroanterbatas.com/modal-

perseroan/penambahan-modal-perseroan/ 

Permadi, I. (2012). “Kedudukan Badan Hukum Asing dalam Pemilikan Tanah di 

Indonesia”. Wacana Vol. 15, No. 4, 41. 

Prasetya, R. (1996). Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan. Makalah 

Seminar Hukum Kebangkrutan, 1-2. 

Prodjodikoro, W. (1979). Asas-Asas Hukum Perdata Internasional. Bandung: 

Sumur. 

Purwosutjipto, H. (1980). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia ke 2 : 

Bentuk-bentuk Perusahaan. Jakarta: Djambatan. 

Purwosutjipto, H. (1984). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia ke 8 : 

Perwasitan, Kepailitan, Penundaan Pembayaran. Jakarta: Djambatan. 

Sembiring, S. (2008). Hukum Dagang. Bandung: PT Citra Adytia Bakti. 

Shubhan, M. H. (2008). Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di 

Peradilan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 



 

 

93 

 

Silalahi, P. R. (2001). Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam a. Rudy A. Lontoh et, Dampak 

Perpu Kepailitan Terhadap Dunia Usaha (hal. 203-204). Bandung: 

Alumni. 

Sjahdeini, S. R. (2009). Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No. 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti. 

Sjahdeini, S. R. (2016). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami 

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran. Jakarta: Prenadamedia. 

Soekardono. (1960). Hukum Dagang Indonesia Jilid I. Jakarta: Soeroenga. 

Soemitro, R. H. (1982). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: 

Ghalia Indonesia. 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2004). Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Subagyo, J. (2006). Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Suherman, E. (1988). Faillisement (Kepailitan). Bandung: Binacipta. 

Suryana, D. (2006). Tesis: Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh 

Pengadilan Niaga Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesi. 

Widjaja, G. (2004). Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan. Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada. 

Widjaja, G. (2008). 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: 

Forum Sahabat. 

Widjaja, G. (2009). Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit. Jakarta: Forum 

Sahabat. 

 

 


